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Setiap pengetahuan yang diproduksi oleh subjek maupun otoritas tertentu 
merupakan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan sekaligus merupakan cara untuk 
memperoleh kekuasaan lewat pendisiplinan dan rasionalisasi terhadap subjek yang 
lain yaitu masyarakat. Di desa woro pengetahuan dan kekuasaan di produksi oleh elit 
pemerintah untuk menghegemoni dan mendominasi pelaksanaan pembangunan desa. 
Tujuan Penelitian ini ialah: (1) Untuk mengetahui peran dan strategi elit pemerintah 
dalam memproduksi pengetahuan dan kekuasaan pada pelaksanaan pembangunan di 
desa Woro kecamatan Madapangga kabupaten Bima. (2) Untuk mengetahui wujud 
pengetahuan dan kekuasaan yang di produksi dalam pelaksanaan pembangunan di 
desa Woro kecamatan Madapangga kabupaten Bima. 
Penelitian ini menggunakan teori pengetahuan dan kekuasaan Michel Foucault 
untuk menganalisis masalah penelitian. Paradigma penelitian  yang digunakan adalah 
paradigma kritis sedangkan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif digunakan sebagai metodologi penelitian. Data di lapangan dikumpulkan 
dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi serta di analisis 
dengan model interaktif Miles dan Haberman. 
Hasil penelitian ini adalah pertama kepala desa woro merupakan elit utama 
yang berperan dalam memproduksi pengetahuan dan kekuasaan serta didukung oleh 
ketua BPD, dan sekretaris desa. kedua strategi produksi dilakukan lewat sosialisasi 
melalui rapat desa, acara kemasyarakatan, dan percakapan sosial, serta menetapkan 
pengetahuan menjadi peraturan desa. ketiga wujud pengetahuan yang diproduksi 
ialah pembangunan fisik lebih penting daripada pembangunan non fisik, pemerintah 
lebih tahu persoalan pembangunan daripada masyarakat, serta lebih diutamakan unsur 
keluarga dan kedekatan daripada masyarakat yang lain dalam pembangunan desa. 
Penelitian ini memberikan saran: Diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan 
desa untuk tidak menyelenggarakan kekuasaan yang di dominasi oleh sekelompok 
elit penguasa. Dalam hal ini pemegang kekuasaan di tingkatan desa harus membuka 
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Every knowledge produced by a particular subject or authority is a mechanism 
for carrying out power as well as a way to obtain power through discipline and 
rationalization of other subjects, namely society. In the village of Woro knowledge 
and power are produced by government elites to hegemony and dominate the 
implementation of village development. The objectives of this study are: (1) To find 
out the role and strategy of the government elite in producing knowledge and power 
in the implementation of development in Woro village, Madapangga district, Bima 
district. (2) To find out the form of knowledge and power produced in the 
implementation of development in Woro village, Madapangga subdistrict, Bima 
regency. 
This study uses theory of knowledge and power from Foucault to analyze 
research problems . The research paradigm used is a critical paradigm while the 
qualitative research approach with descriptive research type is used as a research 
method. Data in the field was collected using observation , interviews, and 
documentation techniques and analyzed using the interactive model of Miles and 
Haberman.  
The results of this study are that (1) village head woro is the main elite who has 
a role in producing knowledge and power and is supported by the chairman of the 
BPD, and the village secretary. (2) production strategies are carried out through 
socialization through village meetings, community events, and social conversations, 
and setting knowledge into village regulations. (3) form of knowledge produced is 
that physical development is more important than non-physical development, the 
government knows more about development issues than the community, and 
prioritizes family elements and closeness than other communities in village 
development.  
This research provides advice: It is expected that in the implementation of 
village development not to exercise power dominated by a group of ruling elites. In 
this case the holder of power at the village level must open the widest possible space 
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1. Latar Belakang 
Penyelenggaraan kekuasaan pada era desentralisasi dengan karakter 
otonominya, berdampak pada lahirnya raja-raja kecil di tingkatan lokal desa.  Itu 
artinya kekuasaan yang sebelumnya berciri khas terpusat pada tingkatan Negara 
kemudian beralih dengan kekuasaan yang lebih kecil di tingkatan local daerah dan 
desa. Menurut Fitri (2019: 105) kondisi tersebut di tandai dengan munculnya 
reorganisasi kekuasaan di tingkatan local dan pada akhirnya dengan system 
desentralisasi desa akan menjadi arena untuk subjek-subjek local memproduksi 
kekuasaan dan pengetahuan dalam rangka mengontol dan mendisiplinkan subjek-
subjek yang lain. 
Pelaksanaan pembangunan di era desentralisasi dan era undang-undang nomor 
6 tahun 2014, di desa Woro di tandai dengan perubahan politik yang lebih 
materialistik dan transaksional sehingga setiap subjek yang ingin memperoleh 
kekuasaan di tingkatan desa harus  mempersiapkan diri secara material.  
Hasrat untuk memperoleh kekuasaan dalam realitas sosial politik di desa Woro 
juga di tandai dengan membangun relasi-relasi sosial dimasyarakat melalui 
penyebaran wacana-wacana, serta bahasa-bahasa yang dapat mempengaruhi cara 
berpikir masyarakat sehingga mengikuti keinginan aktor-aktor politik tertentu. 
Sebagai contoh untuk menjelaskan pernyataan ini ialah di masyarakat sekitar di 
sebarkan pengetahuan tentang siapapun yang mendukung subjek-subjek tertentu 
dalam memperoleh kekuasaan di tingkatan desa maka subjek yang mendukung akan 
di libatkan dalam pembangunan. Pelibatan ini dalam bentuk pemberian bantuan yang 
sumber anggaranya dari APBDes, kemudian pelibatan pihak-pihak tersebut sebagai 
tim pelaksana kegiatan pembangunan.  
Lebih lanjut pengetahuan masyarakat tentang siapa yang mendukung kekuasaan 
dan yang tidak mendukung kekuasaan juga ikut mempengaruhi di akomodir dan 
tidaknya kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Misalnya 
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tentang bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin), yang pembangianya tidak 
merata, serta bantuan-bantuan lainya yang system pembagianya berdasarkan factor 
kedekatan dengan kekuasaan dan pada saat yang sama masyarakat menerima kondisi 
tersebut tampa adanya perlawanan.  
Kemampuan setiap subjek memperoleh kekuasaan dengan cara-cara 
materialistik dan transaksional ini kemudian berpengaruh terhadap tata kelola dan 
kebijakan pembangunan yang di hasilkan, sementara itu dalam kajian pengetahuan 
dan kekuasaan foucault kebijakan pembangunan, hukum, ilmu pengetahuan dan lain-
lain merupakan hasil produksi pengetahuan dan kekuasaan (Birsyada, 2016: 315).  
Setiap pengetahuan yang diproduksi oleh institusi merupakan representasi dari 
kekuasaan, dalam hal ini karena pengetahuan bekerja untuk mendisiplinkan tubuh 
subjek, sampai skala masyarakat ialah mendisiplinkan tubuh masyarakat sehingga 
masyarakat menerima konstruksi pengetahuan dan kebenaran yang telah di produksi. 
Pada saat yang sama kekuasaan menjadi alat dan kemampuan untuk memproduksi 
pengetahuan sehingga lahirlah aturan-aturan hukum, ilmu pengetahuan, serta wacana-
wacana maupun pernyataan-penyataan yang di terima umum sebagai sesuatu yang 
benar (Karim, 2017: 90).  
Kesatuan antara kekuasaan dan pengetahuan ini kemudian menjadi dasar bagi 
tubuh subjek dan tubuh sosial  untuk mebedakan sesuatu yang baik dan yang tidak 
baik,  yang di larang dan yang tidak di larang, yang memiliki kewenangan dan yang 
tidak memiliki kewenangan, sedernya ialah tercipta proses pemisah-misahan dalam 
memaknai objek, cara hidup, dan lain-lain. Kesimpulanya ialah kekuasaan dalam hal 
ini akan hadir manakala  ada subjek yang menguasai dimana subjek ini terus 
memproduksi pengetahuan dan kekuasaan dan yang di   kuasai merupakan subjek 
yang terdisiplin, terkontrol dan terobjektivikasi. 
Dalam konteks di atas di desa Woro kecamatan Madapangga kabupaten Bima, 
pembangunan menjadi arena produksi pengetahuan dan kekuasaan oleh subjek-subjek 
yang memiliki kekuatan, teknologi serta otoritas untuk melakukannya, termasuk 
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dalam kaitannya dengan konsentrasi pembangunan. Pemahaman tentang siapa yang 
harus terlibat dan tidak terlibat dalam pembangunan, siapa yang mejadi sasaran dan 
bukan sasaran dalam pembangunan sepenuhnya di tentukan oleh penguasa yang 
memiliki otoritas untuk itu.  
Lebih lanjut praktek kekuasaan dalam pelaksanaan pembangunan di desa woro 
menurut peneliti dalam kaitanya dengan pelaksanaan pembangunan yang baik dan 
benar (good governance). Masih syarat akan kepentingan-kepenting beberapa orang 
atau beberapa subjek yang memegang kekuasaan di tingkatan desa. salah satu contoh 
misal tentang transparansi. Dalam kasus transparansi beberapa pemuda dan 
mahasiswa di desa woro yang hanya segelintir subjek terdidik menuntut adanya 
transparansi dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang di beritakan oleh 
media local ialah mahasiswa desa woro meminta RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa 
sejak tahun 2015 sampai 2019 (Baca: Indikator NTB). Pada saat yang sama 
pemerintah desa beserta badan permusyaratan desa (BPD) mengumumkan batas-batas 
transparansi pembangunan dimana berdasarkan keterangan lewat media bahwa 
dokumen RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, dan lain-lain merupakan rahasia 
Negara yang hanya boleh di ketahui secara terbatas oleh masyarakat (Baca: 
GerbangNTB). 
Berdasarkan penjelasana di atas dapat menjelaskan bagaimana praktek 
kekuasaan di desa Woro kecamatan Madapangga kabupaten Bima dalam upaya 
melakukan pendisiplinan masyarakat melalu strategi wacana (Diskursus), bahasa, 
maupun pernyataan-pernyataan serta tanda-tanda dalam pelaksanaan pembangunan 
desa. akhirnya untuk menyelidiki lebih dalam tentang praduksi pengetahuan dan 
kekuasaan di desa Woro peneliti mengangkat judul “Produksi Pengetahuan dan 
Kekuasaan dalam Pelaksanaan Pembangunan: studi terhadap elit pemerihan di desa 
Woro kecamatan Madapangga kabupaten Bima”.  
2. Penelitian Terdahulu 
Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Suharman (2014) dengan judul “Relasi 
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Kekuasaan-Pengetahuan Dalam Wacana Global War On Terror”. Penelitian ini di 
latar belakangi oleh peristiwa 9 september 2001 Di Amerika Serikat yang di duga 
dilakukan oleh kelompok militant Islam. Kejadian tersebut menandai wacana tentang 
terorisme dan melahirkan metafora bahwa terorisme merupakan kejahatan global  
yang harus di perangi. Wacana memerangi terorisme kemudian berkembang menjadi 
wacana Global dan berhasil mengarahkan pandangan dunia untuk membangun mega 
projek dalam memerangi terorisme dunia. Penelitian ini menggunakan teori 
Pengetahuan dan kekuasaan Michel Foucault untuk mengkaji tema penelitian. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa wacana untuk memerangi terorisme merupakan 
cara kekuasaan beroperasi pada setiap individu dunia, masyarakat, bahkan Negara-
negara di dunia untuk ikut serta menjadi bagian dalam melawan terorisme. Wacana 
yang di konstruksikan oleh amerika serikat menjadi pengetahuan masyarakat global 
untuk ikut membela kebebasan hidup, anti kekerasan dan radikalisme serta 
pengetahuan-pengetahuan lain yang sejalan dengan kultur modernitas. 
Tiga Penelitian yang di lakukan oleh Birsyada (2016) dengan judul “Legitimasi 
Kekuasaan Atas Sejarah Keruntuhan Kerajaan Majapahit Dalam Wacana Foucault”. 
Penelitian ini di latar belakangi oleh intervensi kekuasaan dalam mengkonstruksi 
pengetahuan dalam kaitanya dengan sejarah runtuhnya kerajaan majapahit. Penelitian 
ini menggunakan teori pengetahuan dan kekuasaan Michel Foucault untuk mengkaji 
masalah yang di teliti. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian historis 
dan multidimensional dengan mengkaji data primer dan data sekunder di lapangan. 
Penelitian ini menyimpulkan hadirnya kekuasaan dan motif ideologis mengarahkan 
pengetahuan masyarakat tentang sejarah runtuhnya kerajaan majapahit. 
Empat penelitian yang dilakukan oleh Asep Muslim (2016) dengan judul 
“Relasi Kekuasaan Antara Bupati dan Kepala Desa dan Kemiskinan di Pedesaan 
Pandeglang”. Penelitian ini di latar belakangi oleh Praktek politik dinasti di tingkatan 
local banten menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat di tingkatan 
desa, termasuk menyangkut juga kesejahteraan beberapa pemimpin desa (kepala 
desa) yang kontra dengan kekuasaan daerah (Bupati). Penelitian ini menggunakan 
konsep Demokrasi, teori elit Pareto,  teori kekuasaan Foucault, Teori Hegemoni 
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Gramsci, serta Teori Patron Klien Scott, untuk menganalisis masalah sesuai tema 
penelitian. Temuan penelitian ini ialah pertama terbentuknya relasi kekuasaan antara 
bupati dan kepala desa di pandeglang di pengaruhi kondisi sosial kulturan 
berdasarkan dinasti jawara dan ulama yang berlaku di masyarakat. Kedua relasi 
kekuasaan terbentuk dalam pola konflik dan kompromi, ketiga relasi kekuasaan pada 
awalnya terbentuk karena ketergantungan yang sangat tinggi dari kepala desa 
terhadap bupati, ke empat relasi kekuasaan antara kepala desa dan bupati berdampak 
tersisihnya pembangunan terhadap masyarakat desa. 
3. Rumusan Masalah 
Dalam penelitian ini pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan ialah sebagai 
berikut: 
3.1. Bagaimana peran dan strategi elit pemerintahan dalam memproduksi 
pengetahuan dan kekuasaan pada pelaksanaan pembangunan di desa Woro 
kecamatan Madapangga kabupaten Bima? 
3.2. Bagaimana wujud pengetahuan dan kekuasaan yang di produksi oleh elit 
pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di desa Woro kecamatan 
Madapangga kabupaten Bima? 
4. Tujuan Penelitian. 
tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut: 
4.1. Untuk mengetahui peran dan strategi elit pemerintah dalam memproduksi 
pengetahuan dan kekuasaan pada pelaksanaan pembangunan di desa Woro 
kecamatan Madapangga kabupaten Bima. 
4.2. Untuk mengetahui wujud pengetahuan dan kekuasaan yang di produksi dalam 
pelaksanaan pembangunan di desa Woro kecamatan Madapangga kabupaten 
Bima. 
B. TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI 
1. Tata Kelola Pembangunan Desa. 
1.1. Pengertian, Asas dan Prinsip Pembangunan Desa 
Desa ialah kesatuan masyarakat hukum terkecil yang ada dan berkembang di 
indonesia berdasarkan batas-batas wilayah dan dapat mengelola urusan 
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kepemerintahan tersendiri secara otonomi berdasarkan hak asal-usul, prakarsa 
masyarakat, dan hak tradisionalitas yang diserap berdasarkat adat dan istiadat yang 
berkembang secara turun-temurun sebagaimana yang di jelaskan dalam UU No 6 
Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan menurut Soekanto dalam  (Khoiriah and 
Meylina 2018: 21) Desa merupakan perkumpulan masyarakat dengan sifat ke-eratan 
sosial yang tinggi  karena system nilai dan adat istiadat membentuk kultur masyarakat 
dengan corak kehidupan yang homogen dan sangat bergantung pada alam. Sebagai 
wujud pengakuan negara terhadap desa serta memperjelas posisi desa dalam 
mengatur kewenanganya dalam melaksanakan pembangunan, maka pemerintah pusat 
mengeluarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 
Pembangunan desa ialah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa 
dengan cara meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan 
kemiskinan masyarakat desa lewat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa, 
penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas masyarakat desa, 
pengembangan potensi perekonomian desa, serta pemanfaatan sumber daya yang ada 
di desa secara berkelnjutan. Upaya untuk melaksanakan pembangunan desa di 
laksanakan oleh setiap desa dengan tahapan-tahapan yang sitematis mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Tim penyusun Yustisia, 2015: 25). 
Sedangkan Nouman dalam (Prayitno & Subagyo, 2018: 41) pembangunan 
masyarakat desa ialah usaha pengorganisasian masyarakat dalam rangka 
memperbaiki kualitas hidup masyarakat mencakup keseluruhan aspek yang ada dan 
berkembang di masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri. 
Pelaksanaan pembanguan desa selanjutnya di atur lebih terperinci dalam 
undang-undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang bertujuan untuk 
memperjelas peran, posisi, fungsi, dan hak-hak des. Selanjutnya Peraturan pemerintah 
nomor 43 tahun 2014 yang kemudian di rubah menjadi peraturan pemerintah nomor 
47 tahun 2015, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan Undang-undang nomor 6 
tahun 2014 dan  Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 yang kemudian 
mengalami perubahan menjadi peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang 
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dana desa yang bersumber dari APBN (Kemenkeu, 2017;Meutia and Liliana 2017: 
336). 
Undang-undang tentang desa memperkuat kewenangan desa untuk 
menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, melaksanakan pembangunan dan 
pemberdayaan terhadap masyarakat yang ada di wilayah desa tersebut. Disamping 
kewenangan-kewengan tersebut undang-undang desa juga memberikan kewenangan 
kepada desa untuk memiliki dan mengelola pendapatannya secara mandiri. Labih 
lanjut kewenangan desa sebagaimana yang di jelaskan di atas haruslah berdasarkan 
atas prakarsara masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa.  
Dalam kaitanya dengan kewenangan desa dalam melaksanakan pemerintahanya 
desa Lembaga eksekutif yaitu kepala desa dan lembaga legislatif yaitu badan 
permusyawaratan desa (BPD) yang di pilih oleh masyarakat desa secara demokratis 
dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sekali. Dalam melaksanakan fungsi 
kepemimpinanya kepala desa di bantu oleh sekerteris desa, pelaksana kewilyahan, 
dan pelaksana teknis (BPKP 2015: 30-31). Sedangkan badan permusyawaratan desa 
(BPD) memiliki fungsi untuk ikut membahas dan menyepakati peraturan desa 
bersama dengan kepala desa, menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. 
Pelaksanaan pembangunan desa lewat undang-undang nomor 6 tahun 2014 
tentang desa di atur prinsip-prinsip pelaksanaan pembanguan yang akuntabel, 
transparansi, dan partisipatif. Prinsip pelaksanaan ini merupakan inti dan spirit dari 
undang-undang desa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik 
(good governance). Dalam hal ini prinsip akuntabel menjadi penting karena 
menyangkut cara pemerintah desa mempertanggung jawabkan hasil kerja mereka 
kepada seluruh stakeholder. Selanjutnya transparansi merupakan cara pemerintah 
untuk membuka informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dan yang terakhir 
ialah partisipasi sebagai spirit gotong royong antara pemerintah dengan stakeholder 
termasuk masyarakat dalam melaksanakan pembangunan (Ash-shidiqq and Wibisono 
2018: 122-123). Pelaksanaan pembangunan yang partispatif dan memberdayakan 
masyarakat desa ialah ketika kemudian dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah 
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melibat masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada baik itu dalam perencanaan 
pembangunan yang di selenggarakan dalam forum musrembang, kemudian 
pelaksanaan pembangunan, sampai pada pengawasan dan evaluasi. 
1.2. Musyawarah dan Perencanaan Pembanguanan Desa 
Menurut Sutoro et al.  (2014) musyawarah desa merupakan proses demokrasi 
deliberatif yang di laksnanakan di tingkatan desa. Secara histroris musyawarah desa 
di merupakan kultur asli masyarakat local untuk melaksanakan rapat desa (Rebug 
Desa), antara masyarakat, BPD, Pemerintah desa dengan tujuan menggali aspirasi 
masyarakat desa.  
Musyawarah desa ialah forum  pengambilan keputusan tertinggi di tingkatan 
desa untuk mengambil keputusan-keputusan strategis dalam melaksanakan 
pembangunan desa. Musyawarah desa di lakukan oleh desa sekurang-kurang sekali 
dalam setahun yang melibatkan seluruh stakeholder di tingkatan desa yakni unsure 
pemerintah desa beserta kelembagaan-kelembagaan desa, selanjutnya Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsure masyarakat desa. Hal-hal yang bersifat 
strategis yang di bahas dan di putuskan dalam pelaksanaan musyawarah desa ialah 
penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke 
desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan asset desa, serta kejadian 
luar biasa di tingkatan desa (Tim penyusun Yustisia, 2015: 9-10).  
Perencanaan pembangunan desa yang di bahas dalam musyawarah desa 
(Musdes), ialah tahapan pembangunan desa dengan menetapkan peraturan desa 
(Perdes) yang telah di sepakati oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, 
Serta Masyarakat desa (M. Silahuddin, 2015: 28). Kehadiran semua stakeholder 
dalam melaksanakan perencaan desa merupakan spirit untuk menyelenggarakan 
pembangunan desa yang partisipatoris (Sutoro et al., 2014: 129). Sebab jantung 
kemandirian desa ialah dimulai dari kemampuan desa memahami kehendak 
masyarakat local desa, dalam konteks ini masyarakat tidak hanya di posisikan sebagai 
sasaran kebijakan pembangunan, tetapi masyarakat juga terlibat sebagai pelaksana 
pembangunan. Menurut peneliti konsep ini di dasari oleh sebuah paradigma bahwa 
hanya masyarakat setempat yang mengetahui secara mendalam apa masalah mereka, 
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dan dalam posisi yang sama mereka ikut mengambil bagian dalam menyelesaikan 
masalah mereka. 
Perencanaan pembangunan desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 
mengharuskan semua desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes) yang di laksanakan 6 tahun sekali. Penyusunan 
RPJMDes merupakan perpaduan dari visi misi kepala desa yang menjadi pemenang 
dalam pemilihan kepala desa, dengan Nawa cita pembangunan nasonal, rencana 
pembanguan Daerah di tingkatan kabupaten/kota, serta usulan-usulan dari masyarakat 
yang telah di himpun oleh badan permusyawaratan desa. Rencana pembangunan 
jangka menengah Desa (RPJMDes) menjadi acuan bagi desa untuk menyusun 
rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dalam tahun berjalan, serta acuan bagi 
pemerintah desa untuk menyusun APBDes.  
Wujud rencana kebijakan pembangunan desa di mulai dari penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), kemudian Rencana 
Kerja Pemerintah Desa dalam setahun (RKPDes) yang merupakan hasil penjabaran 
terhadap RPJMDes, dan terakhir ialah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dalam 
setahun (APBDes), dasar penetapan APBDes oleh desa ialah RKPDes yang telah di 
tetapkan sebelumnya. Seluruh hasil dan dokumen perencanaan pembangunan desa 
kemudian di tetapkan dalam bentuk peraturan desa (Perdes) yang memiliki kekuatan 
hukum. 
1.3. Pelaksanaan Pembangunan Desa  
Dalam konteks undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pelaksanaan 
pembangunan desa merupakan tahapan dalam merealisasi anggaran pendapatan dan 
belanja desa (APBDes). Dalam konteks ini sebagaimana yang di jelaskan sebelumnya 
bahwa APBDes lahir berdasarkan Rencana kerja pemerintah desa dalam setahun 
(RKPDes), sedangkan RKPDes merupakan penjbaran pemerintah desa, bersama BPD 
dan masyarakat Desa dalam Musyawarah Desa Terhadap Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang di susun setiap 6 tahun sekali. 
Pelaksanaan pembangunan desa di laksanakan oleh desa sejak Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disahkan dan di pimpin langsung oleh 
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kepala desa untuk melakukan koordinasi dengan perangkat desa serta unsure 
masyarakat desa, mempersiapkan, serta melaksanakan pembangunan. Pelaksanaan 
pembangunan desa meliputi pembangunan desa berskala local yang di kerjakan 
dengan system swakelola berdasarkan APBDes, serta pembangunan desa sektoral dan 
daerah yang masuk ke desa (Kessa, 2015: 48). 
Dalam kaitanya dengan pelaksanaan  pengelolaan keuangan desa sebagaimana 
yang tertuang dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pemerintah desa akan di 
pimpin secara langsung oleh kepala desa dan di bantu  oleh pelaksana teknis 
pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang terdiri dari unsur sekertaris desa sebagai 
koorditor pelaksana pengelolaan keuangan desa, kemudian kepala seksi dari bidang 
pelaksana kegiatan secara teknis dan bendahara desa yang akan mengurus 
administrari dan pelaporan keuangan desa (Kholmi 2017: 146). Pengelolaan 
keunagan desa harus di arahkan untuk kebutuhan sektor-sektor produktif desa baik itu 
untuk membayar gaji aparatur desa sebesar 30% (tiga puluh persen) maupun di sector 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 70% (tujuh puluh persen) (Kholmi 
2017: 148). 
Kessa (2015: 48) menguraikan Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan 
yang telah di rencanakan oleh desa sebagaiman yang tertuang dalam RKP desa dan 
APBDes ialah dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang di mulai sebagai berikut;  
a) Penetapan tim pelaksana kegiatan (TPK) yang di tetapkan lewat keputusan 
kepala desa.  
b) Penyusunan rencana kerja yang memuat uaraian dan jenis kegiatan, biaya, 
lokasi kegiatan, sampai jangka waktu pelaksanaan kegiatan.   
c) Sosialisasi kegiatan sosialisasi kegiatan di pimpin langsung oleh kepala desa 
dan di lakukan sejak pelaksanaan musyawarah desa, maupun musyawarah 
dusun, sosialisasi pelaksanaan pembangunan desa juga harus di lakukan lewat 
ketersediaan informasi lewat website desa, papan informasi desa serta media-
media lain sesuai dengan kondisi desa.  
d) Pembekalan pelaksanaan kegiatan yang di laksanakan melalui bimbingan teknis 
untuk seluruh tim pelaksana kegiatan 
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e) Penyediaan dokumen administrasi kegiatan yang di sediakan oleh timpelaksana 
kegiatan dan berkoordinasi dengan kepala desa. Administrasi kegiatan yang 
harus tersedia dalam pelaksanaan kegiatan antara lain RKPDes, APBDes, 
Rencana keuangan (RAB), dokumentasi lokasi kegiatan sebelum pelaksanaan 
kegiatan, samapi pada laporan sederhana tentang analisis dampak dan manfaat 
kegiatan. 
f) Pengadaan tenaga kerja, serta pengadaan bahan material kegiatan, pengadaan 
tenaga kerja dalam pelasanaan pembangunan desa di laksanakan dengan 
memaksimalkan seuruh potensi dan sumber daya yang ada di desa. Dalam hal 
ini tenaga kerja ialah merupakan masyarakat desa sedangkan sumberdaya 
material ialah sumberdaya-sumberdaya yang ada di desa.  
g) Menentukan Daftar masyarakat penerima manfaat atau sasaran kegiatan sebagai 
upaya untuk memberdayakan masyarakat. 
1.4. Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan desa 
Pelaksanaan pembangunan desa ialah sebuah proses yang sifatnya 
berkelanjutan (sustainable) dari setiap tahunya sehingga pengawasan dan evaluasi 
pelaksanaan pemabangunan menempati posisi sentral untuk mewujudkan cita-cita 
pembangunan desa yang mandiri dan maju. Pengawasan dan evaluasi pembangunan 
desa merupakan tahapan untuk meninjau, menilai, serta mengkaji kembali setiap 
pelaksanaan pembangunan yang di laksanakan oleh desa.hasil pengawasan dan 
evaluasi pelaksanaan pembangunan menjadi dasar untuk menyusun agenda-agenda 
pembangunan tahun berikutnya yang akan di tuangkan dalam RKP Desa serta APB 
Desa.(Kessa, 2015: 65). 
Pengawasan dan evaluasi pembangunan desa di lakukan oleh pemerintah 
kabupaten/kota,dan di limpahkan ke pemerintah kecamatan, serta masyarakat desa 
sendiri. Prinsip pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah kabupaten/kota pada 
dasarnya merupakan wujud dari tugas pemerintah daerah untuk mendampingi, 
membina, serta menilai pelaksanaan pembangunan di tingkatan desa agar sesuai 




Berkaitan dengan posisi masyarakat desa dalam melakukan pengawasan dan 
evaluasi pelaksanaan pembangunan desa ialah karena pada dasarnya prinsip, serta 
asas pembangungan yang menjadi spirit undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang 
desa ialah gotong royong, partisipatif, transparansi, serta akuntability. Dalam kontek 
ini untuk mewujudkan prinsip dan asas pembangunan sesuai dengan amanat undang-
undang desa maka pemerintah desa berkewajiban menyediakan semua informasi dan 
memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan 
dengan keseluruhan proses pembangunan desa. Di sisi lain kebutuhan masyarakat 
terhadap informasi yang berkaitan dengan pembangunan desa menjadi modal dan 
pengetahuan bagi masyarakat untuk ikut melakukan evaluasi dalam pelaksanaan 
pembangunan desa (Wardiyanto, Aminah, & Martanto, 2016:141). 
2. Kajian Teori  
2.1. Pengetahuan dan Kekuasaan Michel Foucault. 
Penyelidikan awal Foucault tentang pengetahuan yang menyebabkan 
terciptanya diskursus dalam kehidupan sosial ialah di mulai dari kajian Foucault 
tentang bahasa yang di ucapkan, di tulis dan di praktekan dalam kehidupan sehari-
hari. Bahasa dalam kehidupan sehari-hari menjadi wacana yang berfungsi untuk 
mengontrol semua individu dengan menetapkan standar tentang apa yang di tolak, di 
larang, dan di perbolehkan, pada akhirnya wacana menjadi teknik dan cara-cara 
pengetahuan untuk mengkalim kebenaran. Lebih lanjut Foucault menjelaskan bahwa 
wacana menjadi otoritas yang mengendalikan setiap subjek masyarakat agar sesuai 
dengan pernyataan-pernyataan kebenaran yang telah di kembangkan oleh subjek yang 
menguasai.  
Salah satu cara Foucault menjelaskan tentang cara pengetahuan beroperasi 
bersamaan dengan kekuasaan ialah kasus dokter jiwa, rumah sakit jiwa, serta orang 
sakit jiwa. Dalam kaitanya dengan hal tersebut Foucault mengatakan bahwa konsep-
konsep tentang sakit jiwa sengaja di produksi oleh orang waras untuk menguasai 
orang yang tidak waras. Kemudian orang waras menciptakan kelembagaan-
kelembagaan yang mengatur tentang orang sakit jiwa untuk mengotrol orang yang 
sakit jiwa.  Selanjutnya tentang orang sakit dan dokter, dalam kasus ini hubungan 
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antara orang sakit dan dokter ialah hubungan pengetahuan dan kekuasaan dokter 
untuk mengntrol orang sakit. Dalam hal ini cara pandang dokter serta hasil 
pemeriksaan dan hasil diagnosis dokter merupakan justifikasi pengetahuan tentang 
sakit di bandingkan dengan apa yang di rasakan oleh pasien dan apa yang di jelaskan 
di  buku. (Wiradnyana, 2018: 10). 
Arkeologi pengetahuan Foucault menjadi dasar untuk mengkaji bagaimana 
kekuasaan dan pengetahuan beroperasi dalam kehidupan sosial. Pengetahuan 
terbentuk dari pola kehidupan, kerja dan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, dalam 
realitas tersebut pengetahuan beroperasi untuk menguasai dimana terjadi pemisahan 
tentang siapa yang berwewenang dan siapa yang tidak berwewenang, siapa yang di 
katakana sehat dan siapa yang di katakana sakit, sejatinya ialah apa yang di anggap 
ilmiah dan apa yang di anggap tidak ilmiah. Pernyataan-pernyataan dan bahasa yang 
di produksi tersebut membentuk pengetahuan umum serta di terima oleh masyarakat 
sebagai seperangkat pengetahuan. Pengetahuan dalam pengertian Foucault ialah 
sekumpulan formasi diskursus (Wacana), objek, konsep, serta pernyataan-pernyataan 
yang terdegfinisi  dalam kehidupan sosial, sehingga secara umum di terima sebagai 
sesuatu yang ilmiah. Diskursus (wacana) ialah kewengan untuk menjelaskan sesuatu 
oleh institusi yang berfungsi untuk memberikan batasan sesuatu dengan sesuatu yang 
lain (Wiradnyana, 2018: 12). 
Menurut Lemke (2016: 3) Memahami pengetahuan dan kekuasaan dalam 
perspektif Foucault di mulai dengan memahami subjek yang mengtransformasikan 
pengetahuan, kekuatan, dan teknologi diri sebagai proses pembentukan diri 
manusianya.  Dalam menguraikan transformasi pengetahuan, kekuatan, dan teknologi 
dalam diri subjek Foucault menggunakan istilah kekuasaan govermentality yang 
merupakan kemampuan pengendalian diri seseorang untuk mengarahkan tindakanya 
(self government).  Dalam konteks ini kekuasaan dalam pahaman Foucault di 
produksi dalam initernal individu berdasarkan pengetahuanya, kekuatan dan 
teknologi dirinya . Konsep kekuasaan Foucault ialah adanya kerja pengetahuan 
sebagai alat untuk memproduksi kekuasaan dan lewat kekuasaan pula pengetahuan 
terus di produksi untuk melangengkan kekusaanya (Forrester, 2017: 219).  
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Berdasarkan penjelasan ditas setiap subjek memiliki potensi untuk berkuasa dan 
memproduksi kekuasaan dengan kemampuanya mengedalikan diri (self government), 
dalam kondisi ini kekuasaan akan berkembang dalam tubuh sosial (masyarakat) 
ketika setiap subjek menjalin relasi-relasi untuk menciptakan kekuasaan. Akhirnya 
kekuasaan terus berkembang dan terus di produksi bersamaan dengan produksi 
pengetahuan untuk melegitimasi dan mempertahankan status kekuasaan. Kerja 
pengetahuan subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam membangun kekuasaan 
ialah saling melengkapi diri termasuk dalam hal yang bertentangan (Gilliam, 2018: 
203), diri subjek sebagai kesatuan pengetahuan, kekuatan, dan subjek kemudian 
menyatu dalam tubuh kelompok (lembaga kekuasaan; Negara, organisasi sosial, dan 
lain-lain), contonya partai politik sebagai tubuh sosial yang menyatukan pengetahuan 
dan kekuasaan setiap subjek yang ada di dalamnya.   
Kekuasaan dalam filsafat sosialnya Foucault berangkat dari titik micro sosial ke 
arah macro sisoal sebagaimana yang di jelaskan Foucault bahwa subjek individu 
sebagai unit dasar masyarakat, subjek kemudian lewat teknologi diri dan 
pengetahuanya menentukan kehendak mereka (Kuasa) dalam kehidupan sosial 
(Forrester, 2017: 220). 
Lebih lanjut Gilliam (2018: 203) menjelaskan bahwa pengetahuan yang di 
produksi oleh kekuasaan dan pengetahuan sebagai produk legitimasi dan 
mempertahankan kekuasaan terus membentuk relasi-relasi dengan berbagai kekuatan 
yang ada baik itu dalam skala mikro (individu) maupun dalam skala makro 
(organisasi sosial, organisasi politik, organisasi ekonomi dan lain-lain) sehingga 
dalam tubuh negara merupakan perhimpunan dari banyak kekuasaan yang 
membentuk relasi. Dalam tubuh kekuasaan yang terbangun dari berbagai relasi subjek 
dan kelompok tersebut Foucault menggunakan istilah dispositive untuk menjelaskan 
kombinasi dan irama setiap kekuatan yang telah di padukan oleh berbagai subjek 
maupun kelompok sebelumnya dalam memproduksi kekuasaan. Produksi kekuasaan 
tersebut hadir dalam bentuk pengetahuan, Negara dan institusi sosial, kebijakan, 
hukum, administrasi institusi, moral, dan banyak hal yang bertujuan untuk 
mempertahankan kekuasaan yang ada. 
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Menurut Michel Foucault kekuasaan selanjutnya bekerja menjadi biopower 
yang dengan pengetahuanya setiap individu dapat mendisiplinkan dirinya. Dalam hal 
ini Foucault mendifinisikan biopower sebagai kolaborasi antara pengetahuan dan 
kekuasaan dalam mendisiplan diri subjek. Selanjutnya subjek menjadi aktif dan 
dinamis dalam pemenuhan kebutuhan dan dorongan biologisnya. Selanjutnya 
kebutuhan setiap subjek di maanfaatkan oleh subjek-subjek yang lain untuk bekerja 
dibawah kehendak dia. Dalam konteks makro biopower aktif dan bekerja atas nama 
dorongan, kebenaran,dan kebutuhan untuk mendisiplinkan masyarakat sipil.  
Sehingga kekuasaan ialah mekanisme rasionalitas atas nama kebutuhan dan 
dorongan, dalam hal ini proses pendisiplinan yang berlangsung secara terus menerus 
ialah proses rasionalitas atau proses produksi pengetahuan yang di lakukan secara 
terus menerus pula untuk menciptakan kekuasan yang lebih besar (Bahasoan & 
Kotarumalos, 2014: 20).  
Mekanisme pendisiplinan ini merupakan rasionalitas untuk memobilisasi 
kekuasaan baik dari setiap subjek maupun tubuh sosial dalam bentuk organisasi 
sosial, politik, ekonomi dan lain-lain. sehingga terciptalah pengetahuan dan 
kekuasaan yang bekerja mendisiplinkan dan membungkap oposisi pengetahuan dan 
kekuasaan. Disamping itu proses pendisiplinan ini juga menciptakan kerja 
pengetahuan dan kekuasaan untuk membuat masyarakat disiplin dalam artian tidak 
kontra pengetahuan dan tidak kontra kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan menjadikan 
kebutuhan dan dorongan biologis masyarakat sebagai objek yang desain dengan 
kebenaran. 
Secara geneologi kekuasaan di tataran tubuh sosial telah berkembang dalam 
bentuk kelompok-kelompok dan organisasi sosial, politik, agama, maupun ekonomi, 
dalam konteks ini setiap tubuh kelompok memproduksi pengetahuan dan kekuasaan 
untuk menguasai yang lain, akhirnya dalam tubuh organisasi kelompok modern 
seperti partai politik sebagai salah satu contohnya, serta keorganisasian ekonomi 
lainya sebagai contoh lain. Organisasi politik dan organisasi ekonomi selalu 
mengembangkan pengetahuan dan kekuasaan yang terus beroperasi untuk menguasai 
dan mendisiplinkan kelompok-kelompok lainya dalam hal ini ialah kelompok yang 
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kontra terhadap pengetahuan dan kekuasaan mereka serta masyarakat sipil sebagai 
pihak yang di kuasai.  
Inti pemikiran pengetahuan dan kekuasaan Foucault ialah otoritas yang dimiliki 
subjek, maupun institusi dalam menciptakan diskursus (Wacana), konsep, 
pernyataan-pernyaan terhadap objek dalam kehidupan sosial (sejarah)  yang berfungsi 
memberikan definisi atau batasan-batasan kebenaran yang di maknai ilmiah dalam 
kaitanya dengan ilmu pengetahuan,  serta ikut mengatur tentang apa yang boleh dan 
tidak boleh dalam konteks pemisah-misahan sesuatu dalam kehidupan sosial sehingga 
bekerja mendisiplinkan tubuh subjek maupun tubuh sosial untuk ikut sepakat tentang 
batasan dan kebenaran yang telah di produksi. Disinilah letak pengetahuan 
merupakan praktek produksi kekuasaan dan dengan kekuasaan (otoritas) pengetahuan 
di produksi.   
2.2. Teori Elit. 
Dalam tubuh social yang merupakan perkumpulan dari banyak individu 
merupakan keniscayaan hadirnya perbedaan-perbedaan kualitas antar individu. 
Perbedaan kualitas antar individu ini ialah berdasarkan kekuatan, kemampuan, 
pengetahuan, serta sumberdaya dan teknologi yang dimiliki oleh setiap individu. pada 
akhirnya individu-individu dengan kualitas lebih akan akan mengambil posisi social 
yang lebih tinggi dalam system stratifikasi social (Haryanto, 2017: 2). Individu-
individu ini kemudian mengambil bagian dalam system pemerintahan dan kekuasaan 
dan pada akhirnya mereka akan berusaha untuk mempertahankan status quo. 
Perbedaan kualitas dalam kehidupan masyarakat menandai lahirnya kelas-kelas sosial 
dalam tubuh sosial yakni kelas yang di tempati oleh minoritas individu-individu 
dengan kekuatan lebih serta superior yang kemudian memimpin dan menguasai 
individu dan kelompok lain, dan kelas dengan mayoritas individu-individu yang  
tidak superior dan di pimpin serta di disiplinkan oleh kelas penguasa (Ainillah, 2016: 
285). 
Dalam struktur masyarakat terdapat dua kategori kelompok berdasarkan 
kekuatan-kekuatan serta kemampuan-kemampuan, kelompok yang pertama ialah 
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sejumlah individu dengan kekutan, kemampuan, dan sumber daya lebih. Kelompok 
ini biasanya hadir dengan karakteristik kekuasaan, baik dalam unsure pemerintah 
maupun di luar unsure pemerintah. Selanjunya kelompok kedua merupakan mayoritas 
masyarakat sipil yang biasanya di mobilisasi dan disiplinkan oleh kekuasaan.  
Pareto dalam Ainillah, (2016); Amin (2017) bahwa dalam tubuh masyarakat 
terdapat stratifikasi social berdasarkan kekuatan dan kemampuan yang ada yaitu 
antara lain pertama ialah sekumpulan minoritas individu dengan kemampuan dan 
kekuatan lebih yang kemudian memegang unsure-unsur pemerintahan dalam struktur 
masyarakat (Governing elite), kedua ialah sekumpulan minoritas individu dengan 
kekuatan dan kemampuan lebih yang berada di luar pemerintahan (non-governing 
elite), dan ketiga ialah masyarakat umum yang merupakan mayoritas individu dengan 
kekutan, kemampuan, dan sumber daya terbatas (non elit). 
Lebih lanjut pareto dalam dalam Fadli, dkk (2018: 307) menjelaskan bahwa 
struktur masyarakat terdapat sekelompok kecil masyarakat yang memerintah maupun 
di luar unsure pemerintah, kelompok ini selanjutnya di sebut sebagai elit. 
Sekelompok kecil masyarakat yang memerintah ini biasanya merupakan individu-
individu dengan kemampuan lebih berdasarkan pendidikan, ekonomi, agama, dan 
lain-lain, individu tersebut terdiri dari para pengusaha, tokoh-tokoh agama, actor-
aktor politik, serta orang-orang berkemampuan lebih dalam bidang pendidikan dan 
kalau di kabupaten bima ialah keturunan-keturunan raja-raja, atau keluarga-keluarga 
bangsawan. Kelompok. Akhirnya berdasarkan spesialisasi kemampuan ini lahirlah 
elit-elit berdasarkan bidang-bidang penguasaanya seperti elit politik, elit ekonomi, elit 
pendidikan, elit agama, dan lain-lain.  
Menurut Kaller dalam Ainillah (2016: 285-286), perkembangan elit dalam 
kehidupan sosial di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan 
penduduk, lebih banyaknya spesialisasi jabatan, lebih banyaknya organisasi formal 
dan birokrasi, serta perkembangan keagamaan moral dalam kehidupan masyarakat. 









kehidupan sosial sejalan dengan reproduksi biologis dalam keluarga elit, dalam 
sistem kasta pertumbuhan penduduk akan sangat mempengaruhi perkembangan elit 
dalam tubuh sosial. Kedua spesialisai jabatan membuka peluang produksi elit 
semakin tumbuh dalam hal ini jabatan dan kekuasaan hanya akan di isi oleh individu-
individu dengan kemampuan kebih. ketiga organisasi formal dan birokrasi menjadi 
wadah-wadah kekuasaan yang akan di isi oleh para elit sehingga semakin banyak 
pertumbuhan organisasi formal dan birokrasi maka akan semakin banyak pula ruang-
ruang kekuasaan yang akan di isi oleh individu dengan kualitas lebih. ke ekmpat 
agama moral dalam kehidupan modern sudah menjadi alat bagi individu-individu 
dengan kualitas lebih untuk memperjelas posisi mereka sebagai pemberi fatwa yang 
akan mempengaruhi pengikut-pengikutnya dalam hal ini ialah masyarakat. 
3. Kerangka Teori 








C. METODE PENELITIAN 
1. Paradigma, Pendekatan, dan Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan paradigma  kritis untuk mengkaji tindakan-
tindakan subjek dan actor dalam pemerintahan desa woro berkaitan dengan produksi 
pengetahuan dan kekuasaan dalam pelasanaan pembangunan desa. pemerintah desa 







 Elit Pemerintah Desa 
 BPD 
 Masyarakat Desa 
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individu-individu sebagai elit pemerintahan desa dan bukan di lihat dalam kacamata 
macro subjektif yakni organisasi kepemerintahanya.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan penenlitian kualitatif  dengan jenis 
penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode peneliti untuk mencari 
makna serta melakukan eksplorasi terhadap individu maupun kelompok sosial sesuai 
dengan masalah sosial yang di teliti. Pendekatan penelitian kualitatif menempati 
posisi penting dalam mengungkapkan makna secara mendalam terhadap kondisi 
ideology, sosial, politik, dan ekonomi, serta menelusuri lebih mendalam tentang 
bagaimana kekuasaan dan perananan ekonomi dalam realitas sosial didistrubusikan 
secara merata (Leavy, 2017: 9). 
Berdasarkan definisi di atas penelitian ini berusaha memeriksa dan mejelaskan 
tentang pengetahuan dan kekuasaan yang di produksi oleh para elit pemerintahan 
dalam pelaksanaan pembangunan di desa Woro kecamatan Madapangga kabupaten 
Bima. 
2. Fokus, Subjek dan informan Penelitian 
Focus penelitian ini ialah pertama siapa elit pemerintah yang memproduksi 
pengetahuan dan kekuasaan dalam pelaksanaan pembangunan di desa woro 
kecamatan madapangga kabupaten bima, kedua bagaimana wujud pengetahuan dan 
kekuasaan yang di produksi oleh elit pemerintah desa woro kecamatan madapangga 
kabupaten bima. ketiga bagaimana strategi pengetahuan dan kekuasaan di produksi 
oleh elit pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di desa woro kecamatan 
madapangga kabupaten bima. 
Subjek dan informan penelitian dalam penelitian ini di tentukan menggunakan 
teknik Purposive Sampling yakni pemilihan sampel berdasarkan kebutuhan informasi 
penelitian individu dimana orang-orang yang menjadi sampel penelitian ialah orang-
orang yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian.  
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data di lapangan dalam hal ini peneliti mengunakan teknik 
pengumpulan data sebagaiaman yang di jelaskan oleh (Creswell, 2017: 224-225) 
yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagaimana penjelasan di bawah ini: 
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3.1. Observasi  
Observasi dalam penelitian ini di lakukan dengan cara peneliti langsung turun 
kelapangan untuk mengamati setiap gejala, peristiwa, maupun kejadian yang 
melibatkan elit pemerintahan desa woro kecamatan madapangga kabupaten bima. 
Dalam hal ini peneliti mengamati setiap komunikasi, pernyataan-pernyataan, wacana-
wacana, maupun bahasa-bahasa yang di sampaikan oleh elit pemerintah desa dalam 
pelaksanaan pembangunan di desa woro kecamatan madapangga kabupaten bima. 
Dalam melaksanakan observasi peneliti akan mencatat setiap gejala, kejadian dan 
peristiwa yang peneliti temukan di lapangan dalam bentuk catatan lapangan hasil 
observasi. 
3.2. Wawancara  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk 
mengetahui pernyataan-pernyataan, wacana-wacana, maupun bahasa yang di 
produksi oleh elit pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Woro 
kecamatan Madapangga kabupaten Bima. Wawancara di lakukan dengan bertemu 
langsung subjek dan informan penelitian, dalam melakukan wawancara peneliti 
menggunakan pertanyaan lisan seputar tema penelitian penelitian. Untuk memperoleh 
penjelasan yang lebih luas peneliti menggunakan teknik wawawncara tidak 
terstruktur sehingga informan bebas menjelaskan pernyataan-pernyataanya. 
3.3. Dokumentasi  
Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memeriksa hasil-
hasil aktivitas yang terdokumentasikan dari subjek dan informan penelitian baik itu 
berupa Koran, hasil-hasil publikasi online, video, dan lain-lain yang memuat 
informasi tentang pernyataan-pernyataan, wacana-wacana, serta bahasa-bahasa yang 
di produksi oleh elit pemerintahan desa woro dalam pelaksanaan pembangunan.  
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian merujuk pada pendapatnya 
(Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) model interaktif sebagai berikut; 
4.1. Koleksi data (Data collection). 
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Tahap ini merupakan tahap penyediaan data lapangan berdasarkan hasil 
observasi, wawancara, dan data dokumentasi yang terdiri dari dua bagian yaitu 
catatan deskriptif dari semua peristiwa dan dan informasi yang peneliti peroleh di 
lapangan, dan bagian kedua ialah catatan reflektif yang merupakan pemberian kesan, 
dan penafsiran peneliti terhadap catatan deskriptif. 
4.2. Kondensasi data (Data Condensation)  
Tahap kondensasi ialah tahap penyederhanaan data dengan memilih dan 
memilah data yang sesuai dengan tema penelitian. Pada tahap ini peneliti akan 
membuat ringkasan-ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan umum dan tema-tema 
pokok dari setiap data yang ada baik itu dari data hasil observasi, wawancara, 
maupun dokumentasi. Tujuan pengkondesasian data ialah agar data menjadi lebih 
teratur, terfokus, dan mempertajam gagasan-gagasan yang ingin di bangun dari hasil 
temuan penelitian. 
4.3. Penyajian data (Data Display) 
Penyajian data merupakan tahapan pengorganisasian data berdasarkan jenis, 
bentuk, dan bagian mana data harus di posisikan sehingga memungkin data untuk di 
pahami dan di analisis yang selanjutnya juga akan menentukan tendakan-tindakan 
selanjutnya.  
4.4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusions: Verifying). 
Tahap penarikan kesimpulan ialah proses menjawab pertanyaan penelitian 
berdasarkan data yang di olah mulai dari data koleksi, data kondensasi, serta display 
data. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak hanya di lakukan di akhir 
penelitian tetapi merupakan proses yang di lakukan secara terus-menerus dalam alur 
interaktif analisis data. 
5. Uji Keabsahan Data 
Untuk mengetuhui validitas dari hasil penelitian peneliti perlu melakukan 
upaya-upaya yang jelas agar justifikasi penelitian benar-benar valid. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa kembali 
konsistensi data dari sumber yang berbeda-beda, serta memeriksa kembali 
konsistensi data yang di peroleh lewat teknik pengumpulan data observasi, 
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wawancara dan dokumentasi. Triangulasi data ialah proses pemeriksaan kembali data 
dengan tiga cara yaitu triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan triangulasi 
teori (Leavy, 2017: 253). 
Dalam penelitian ini teknik triangulasi data yang di gunakan oleh peneliti ialah 
truangulasi metode. Triangulasi metode ialah melakukan pengecekan konsistensi 
data berdasarkan metode pengumpulan data yang digunakan di lapangan, dalam hal 
ini peneliti melakukan pengecekan data yang di peroleh dari hasil observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. 
 
D. PEMBAHASAN. 
Di desa woro kecamatan Madapangga kabupaten Bima pelaksanaan 
pembangunan bergantung pada pengetahuan hasil pendefinisian elit pemerintah desa. 
dalam hal ini elit pemerintah desa yang berperan dalam memproduksi pengetahuan 
dan kekuasaan pada pelaksanaan pembangunan ialah kepala desa sebagai subjek 
utama yang memproduksi pengetahuan dan kekuasaan kemudian di dukung oleh 
ketua BPD desa Woro serta sekertaris desa woro. 
Temuan penelitian di atas dapat di jelaskan sebagaimana Menurut Michel 
Foucault bahwa setiap institusi, maupun subjek memiliki otoritas dan kemampuan 
untuk mengucapkan pengetahuan ke orang lain. Pengetahuan ini kemudian menjadi 
cara bagi subjek maupun institusi untuk mendefinisikan serta menjelaskan kebenaran 
kepada subjek yang lain (Foucault, 2019: 40). Artinya dalam hal ini elit pemerintah 
desa woro yakni kepala desa menjadi subjek utama yang menggunakan otoritasnya 
untuk memproduksi pengetahuan. Lebih lanjut dalam memproduksi pengetahuan 
kepala desa di dukung oleh elit pemerintah lainya yakni ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), serta sekertaris Desa Woro. 
Pengetahuan yang di produksi oleh subjek, mupun institusi ialah upaya setiap 
subjek maupun institusi untuk menjelaskan kondisi objek dan keadaan masa sekarang 
dalam definisi kebenaran dan kepentingan subjek yang memproduksi pengetahuan. 
Pengetahuan ini kemudian menjadi cara subjek untuk mengatur dan memerintah 
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subjek yang lain (Wiradnyana, 2018: 28-29). Di desa woro kecamatan madapangga 
kabupaten bima elit pemerintah desa sebagai subjek yang memproduksi pengetahuan 
kemudian mendefinisikan pembangunan fokus-fokus pembangunan desa berdasarkan 
kepentingan elit pemerintah desa. 
Proses produksi pengetahuan dan kekuasaan oleh elit pemerintah desa di 
lakukan dengan memanfaatkan kebiasaan dan kultur masyarakat setempat. Dalam hal 
ini untuk mempengaruhi dan merasionalisasikan masyarakat, pengetahuan di 
produksi dan di sosialisasikan lewat acara-acara kemasyarakatan seperti acara 
sunatan, acara pernikahan serta lewat percakapan sosial sosial sehari-hari. Dalam 
kesempatan tersebut subjek yang memproduksi pengetahuan dan kekuasaan dalam 
hal ini elit pemerintah desa berupaya merasionalisasikan masyarakat tentang 
pembangunan desa. lebih lanjut sosialisasi juga di lakukan oleh elit pemerintah desa 
dengan memanfaatkan acara-acara musyawarah dalam hal ini musyawarah desa juga 
di jadikan arena bagi elit pemerintah desa untuk mensosialisasikan pengetahuan 
tentang pembangunan. 
Lebih lanjut untuk menetapkan kebenaran tentang pembangunan yang berlaku 
umum dan di terima sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat, elit pemerintah desa 
menjadikan pengetahuan yang di produksi tersebut dalam bentuk peraturan desa. 
dalam hal ini peraturan desa akhirnya merupakan formulasi dari seluruh pengetahuan 
elit pemerintah desa tentang pembangunan sekaligus merupakan sekumpulan 
kepentingan kekuasaan mereka elit pemerintah desa.  
Penjelasan di atas dalam karanganya foucault yang berjudul discipline and 
punish menjelaskan bahwa upaya untuk menguasai subjek yang lain dalam hal ini 
ialah masyarakat haruslah dengan pengetahuan yang dapat mengatur, serta 
menjelaskan sesuatu kepala masyarakat dimana pada saat yang sama penjelasan-
penjelasan tersebut ialah sesuatu kebenaran yang dapat di terima dan tidak dapat di 
tentang. untuk itulah pengetahuan tersebut perlu di lakukan perumusan dalam bentuk 
aturan dan undang-undang  oleh lembaga-lembaga tersendiri  (Foucault, 1995). 
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Lebih lanjut foucault juga menjelaskan bagaimana pengetahuan pada akhirnya 
menjadi seperangkat aturan maupun hukum, dimana dengan aturan dan hukum 
kekuasaan tidak lagi di laksanakan dengan cara-cara kekerasan, tetapi kekuasaan di 
laksanakan dengan cara pengaturan dan pendisiplinan tubuh subjek sosial 
(masyarakat) (Foucault, 2002: 46) 
Pengetahuan tentang pembanguunan yang di produksi oleh elit pemerintah desa 
woro kecamatan madapangga kabupaten bima pengetahuan pengetahuan tertentu di 
produksi oleh setiap era kepemimpinan untuk melaksanakan dan mempertahankan 
kekusanya.penegetahuan ngat berpengetahuan tersebut antara lain sebagai berikut:  
Pertama pengetahuan bahawa pembangunan fisik lebih penting dari pada 
pembangunan non fisisk.penegetahuan peretama ini dalam beberapa periode 
kekuasaan di desa woro selalu di produksi oleh para elit pemeerintah desa untuk 
menjalankan kekuasaan secara pragmatis.di mana dalam haal ini factor anggaran 
yang sangat besar dari setiap program pembangunan fisik dari pada pembangunan 
non fisik mendorong para penguasa untuk mengarah kan focus pada pembangunan 
fisik.  
Kedua pengetahuan tentang pemerintah lebih tahu persoalan pembangunan dari 
pada masarakat.penegetahuan yang selanjutnya ini juga menjadibeberapa cara periode 
kekuasaan didesa woro kecamatan madapangga kabupaten bima.pengetahuan bahwa 
pemerinyah lebih tahu persoalan pembangunan dari pada masarakat ini 
memungkinkan pemerintah untuk menghegemoni seluruh pelaksanaan pembangunan 
di desa woro. Di mana masarakata menjadi tidak aktif dan pembangunan di 
laksanakan dengan parsitipasi yang minim dari masarakat. 
Ketiga penegetahuan tentang pengetahuan lebih di utamakan unsure kedekatan 
dan kekeluargaan di bandingkan masarakat yng lain dalam pelaksanaan 
pembangunan. Pengetahuan ini di laksanakan dengan cara kekuasaan yang oligarki,di 




Dari tiga poin hasil penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan yang di 
produksi oleh elit pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di atas ketika di 
analisis dengan pandangan foucault kedua produk pengetahuan di atas merupakan 
upaya pengetahuan untuk menciptakan pembagi-bagian dari  suatu suatu objek 
akhirnya tercipta ketetapan mana penting dan tidak penting, mana yang berwewenang 
dan tidak berwewenang serta berhak dan tidak berhak. (Foucault, 2002: 46). 
Seperangkat pengetahuan yang di produksi oleh elit pemerintah desa woro 
dalam pelaksanaan pembangunan merupakan cara mereka mengoperasikan kekuasaan 
sekaligus pengetahuan tersebut menjadi mekanisme untuk menguasai, 
mengendalikan, serta mengarahkan masyarakat. Artinya dalam hal ini pengetahuan 
merupakan hasil produk subjek yang menyelenggarakan kekuasaan sekaligus 
pengetahuan menjadi mekanisme subjek untuk menguasai masyarakat. 
Elit pemerintah desa woro kecamatan madapangga kabupaten bima sebagai 
subjek yang menyelenggarakan kekuasaan memiliki otoritas untuk memproduksi 
pengetahuan tentang pembangunan, dimana pada saat yang sama pengetahuan 
tersebut menjadi cara kekuasaan untuk merasionalisasikan masyarakat tentang 
pembangunan. Rasionalisasi masyarakat tentang pembangunan pada saat yang sama 
merupakan keberhasilan kekuasaan mendisiplinkan masyarakat untuk sepakat dengan 
pengetian-pengertian elit pemerintah desa yang menyelenggarakan kekuasaan tetang 
pembangunan.  
Penjelasan diatas peneliti mengutip pendapat foucault dimana pada era modern 
institusi dengan kepentingan kekuasaanya hadir sebagai otoritas yang mengambil 
wewenang untuk menetapkan pengetahuan dan kebenaran sesuatu hal sebagai contoh 
foucault menjelaskan bagaimana elit-elit ulama menjadi otoritas yang membagi 
sesuatu yang spiritualitas dan tidak, halal dan haram, dosa dan tidak dosa dan lain-
lain  (Foucault, 2002: 46) 
Keberhasilan elit pemerintah desa dalam mendisiplinkan masyarakat lewat 
kebenaran yang terasionalisasi dan pengertian-pengertian tentang pembangunan yang 
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dapat di terima sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat terbukti dengan tidak 
adanya masyarakat yang antiterhadap ide-ide kekuasaan. Pada saat yang sama elit 
pemerintah desa mendominasi serta menghegemoni seluruh pelaksanaan 
pembangunan dengan partisipasi masyarakat yang minim, serta distribusi kebutuhan 
pembangunan yang tidak merata ke masyarakat. 
Hal di atas sesuai dengan pendapatnya foucault bahwa pengetahuan yang di 
produksi oleh setiap subjek maupun institusi merupakan merupakan cara kekuasaan 
untuk menyelenggarakan kekuasaanya. Rasionalisasi dan pendisiplinan terhadap 
subjek sosial dalam hal ini masyarakat menjadikan penguasa untuk sepenuhnya 




Berdasarkan hasil  penelitian sebagaimana temuan peneliti di lapangan  serta 
hasil analisis data yang di paparkan pada pembahasan di atas maka ada beberapa poin 
yang peneliti simpulkan dalam penelitian ini ialah yang berkaitan dengan peran dan 
strategi elit pemerintah dalam memproduksi pengetahuan dan kekuasaan pada 
pelaksanaan pembangunan di desa woro kecamatan madapangga kabupaten bima. 
Kemudian selanjutnya ialah wujud pengetahuan dan kekuasaan yang di produksi oleh 
elit pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di desa woro kecamatan 
madapangga kabupaten bima. 
1.1. Elit pemerintah yang berperan dalam memproduksi Pengetahuan dan kekuasaan 
dalam pelaksanaan pembangunan di desa woro kecamatan madapangga 
kabupaten bima dalam hal ini ialah di produksi oleh kepala desa sebagai elit 
utama yang memproduksi pengetahuan dan kekuasaan, selanjutnya ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai elit pendukung dalam memproduksi 
pengetahuan dan kekuasaan, serta Sekertaris Desa sebagai elit pendukung 
dalam memproduksi pengetahuan dan kekuasaan. Sementara itu strategi 
produksi di lakukan dengan cara pertama sosialisasi lewat rapat, acara 
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kemasyarakatan serta percakapan sosial. Kedua menetapkan pengetahuan 
tentang pembangunan menjadi peraturan desa. 
1.2. Wujud pengetahuan dan kekuasaan dalam pelaksanaan pembangunan di desa 
woro ialah berkaitan dengan elit pemerintah desa memproduksi pengetahuan-
kekuasaan tentang lebih penting pembangunan fisik daripada pembangunan non 
fisik, kemudian selanjutnya pengetahuan-kekuasaan yang di produksi oleh elit 
pemerintah desa juga ilah tentang posisi pemerintah di mana pemerintah lebih 
tahu persoalan pembangunan dari pada masyarakat, dan yang terakhir 
pengetahuan dan kekuasaan yang di produksi dalam pelaksanaan pembangunan 
ialah yang berkaitan dengan bahwa lebih di utamakan unsure kekeluargaan dan 
kedekatan di bandingkan masyarakat yang lain dalam pelaksanaan 
pembangunan.  
1.3. Justifiksi teori. 
Beberapa temuan dalam penelitian ini dapat di potret dan di analisis dengan 
menggunakan teori pengetahuan dan kekuasaan Michel foucault, baik itu dalam 
kaitanya dengan peran subjek dalam proses produksi pengetahuan dalam hal ini 
yang menjadi subjek ialah elit pemerintah desa yaitu kepala desa, ketua BPD, 
serta sekertaris desa. selanjutnya dalam kaitanya dengan strategi produksi 
sebgaimana yang di jelaskan di atas serta yang terakhir ialah dalam kaitanya 
dengan wujud pengetahuan sebagai upaya pemisah-misahan anatara objek yang 
satu dengan objek yang lainya. 
2. Saran. 
Berangkat dari sebuah pemahaman bahwa tidak ada karia sempurna tentu saja 
menyertai hasil penelitian ini, namun di balik banyak kekurangan tentu saja ada 
banyak temuan-temuan menarik yang sebagai bahan masukan baik itu untuk 
kebutuhan teoritis maupun kebutuhan praktis. Beberapa hal penting yang menjadi 
rekomendasi peneliti dalam hal ini ialah sebagai berikut; 
2.1. Diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk tidak 
menyelenggarakan kekuasaan yang di dominasi oleh sekelompok elit penguasa. 
Dalam hal ini pemegang kekuasaan di tingkatan desa harus membuka ruang 
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yang seluas-luasnya untuk masyarakat melibatkan diri dalam pembangunan 
tampa diskriminatif. 
2.2. Di harapkan juga dalam pelaksanaan pembangunan, elit pemerintah yang 
memegang kekuasaan untuk selalu menyediakan ruang diskusi untuk 
mengoptimalkan peranan berbagai lembaga dan stakeholder dalam pelaksanaan 
pembangunan desa sehingga terlaksana pembangunan yang partisipatif, 
demokratis, dan gotong royong. 
2.3. Dalam kaitanya dengan produksi pengetahuan dan kekuasaan dalam 
pelaksanaan pembangunan di haruskan meletakkan pengetahuan yang tidak 
menyesatkan masyarakat yang berdampak pada masyarakat terpinggirkan dan 
terisolir dalam pembangunan karena merasa tidak di butuhkan sebagai 
stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan. 
2.4. Upaya-upaya menjagkau dan mempertahankan kekuasaan dengan mekanisme 
produksi pengetahuan agar masyarakat terdisiplin dan tidak kontra terhadap 
kekuasaan harusnya di hindari dalam pelaksanaan pembangunan. Hasrat ingin 
mengusai dan mempertahankan status quo sudah sesungguhnya sudah tidak lagi 
relevan dengan spirit pembangunan desa hari ini di mana undang-undang 
nomor 6 tahun 204 tentang desa membawa sprit gotong royong, partisipatif, 
akuntabel, dan transparansi sehigga semua orang subjek memiliki hak yang 
sama dalam pelaksanaan pembangunan. 
2.5. Di harapkan kepada peneliti selanjutnya yang mengangkat lokus dan tema 
penelitian yang sama dapat menyempurnakan kekurangan-kekuarangan yang di 
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